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MOTTO 

يٰ ُّهٰا   هٰا مٰلأٰٓئِكٰةٌ غِلَٰظٌ شِدٰادٌ لََّّ   لِْْجٰارةُٰ ٱ وٰ   لنَّاسُ ٱءٰامٰنُوا۟ قُ وأا۟ أنٰفُسٰكُمْ وٰأهْٰلِيكُمْ نَٰراً وٰقُودُهٰا    لَّذِينٰ ٱيَأٰٓ عٰلٰي ْ

مٰاأ أمٰٰرٰهُمْ وٰيٰ فْعٰلُونٰ مٰا يُ ؤْمٰرُونٰ   للَّّٰ ٱيٰ عْصُونٰ   

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6) 
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PEDOMAN LITERASI 

A. Umum 

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 

Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, 

sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan 

menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada 

buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote 

ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap 

transliterasi ini. 

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan 

transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart 

internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh 

penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan 

karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

khusunya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu 

transliterasi berdasarka Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 

22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada 

buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide Arabic Transliteration), 

INIS Fellow 1992. 
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B. Konsonan 

 Dl = ض  Tidak dilambangkan = ا

 Th = ط B = ب

 Dh = ظ T = ت

 (koma menghadap ke atas)‘= ع Ts = ث

 Gh = غ J = ج

 F = ف H = ح

 Q = ق Kh = خ

 K = ك D = د

 L = ل Ż = ذ

 M = م R = ر

 N = ن Z = ز

 W = و S = س

 H = هى Sy = ش

 Y = ي Sh = ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika 

letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, 

tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata 

maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda 

koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع" 
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C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin 

vokal fathah maka ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan 

“u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana 

berikut:  

Vokal (a) panjang = a misalnya قال    menjadi qala 

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل    menjadi qila 

Vokal (u) panjang = u misalnya دون    menjadi duna  

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti 

“i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ 

nisbat pada akhirannya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ 

setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh di bawah ini : 

Diftong (aw) = و   misalnya menjadi قول    qawlun 

Diftong (ay) = misalnya menjadi  خير khayrun 

D. Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta’ marbuthah jika letaknya berada di tengah kalomat maka 

ditransliterasikan dengan “t”, namun jika ta’ marbuthah itu terletak diakhir 

kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti :     الرسالة للمدرس menjadi 

alrisalatli al-mudarissah, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang 

susunanya mudlaf dan mudlaf ilayh, maka transliterasinya adalah 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti :     

  .menjadi firahmatillah فى رحمة الله
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, 

kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” da;am lafadh jalalah yang 

berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka 

dihilangkan. Seperti contoh berikut : 

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan.... 

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 

3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.  

F. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
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ABSTRAK 

Achmad Akhdan Musyaffa’ NIM 19210114, 2023, Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur 

Kepada Ibu Kandung Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  

 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Hadhanah, Perlindungan Anak. 

  

 Pengadilan Agama Nganjuk mengeluarkan putusan menolak hak asuh anak 

dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ. Gugatan tersebut 

diajukan dengan alasan pasca terjadinya perceraian suami dan istri sudah membuat 

perjanjian meski tidak tertulis untuk mengasuh anak secara bergantian, namun sang 

suami tidak mentaati perjanjian tersebut sehingga penggugat ingin mendapatkan 

keadilan atas hak asuh anak tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim 

menolak gugatan ibu kandung dan memberikan hak asuh kepada ayahnya. Padahal 

sang ibu tidak satupun melanggar aturan untuk gugur kewajiban dalam mengasuh 

anak seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 109. Hal tersebut dirasa 

ganjal antara fakta hukum dengan teori hukum yang ada, oleh karena itu tujuan 

adanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menolak hak asuh anak pada putusan dengan nomor register perkara 

1927/Pdt.G/PA.NGJ ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis 

apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan kasus dan pendekatan Undang-undang. Adapun sumber hukum dari 

penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Sedangkan metode pengolahan bahan hukum pada penelitian ini 

yaitu dengan editing, classifiying, verifying, analyzing dan concluding.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya yang dijadikan bahan 

pertimbangan utama hakim menolak gugatan hak asuh anak tersebut karena melihat 

kecenderungan anak yang lebih memilih kepada ayahnya, pihak ayahnya yang lebih 

mapan ketimbang ibu, lingkungan ayahnya yang lebih mumpuni untuk 

perkembangan sang anak, munculnya rasa khawatir dari hakim bahwa ditakutkan 

ketika kecenderungan anak tersebut dipaksakan akan berlawanan tentunya dan bisa 

mempengaruhi perkembangan baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya menurut 

Kompilasi Hukum Islam pasal 156 dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak dipandang bahwa pertimbangan hakim dalam putusan 

tersebut sudah sesuai dengan memberikan putusan menolak hak asuh anak tersebut 

dan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya karena yang paling di 

pertimbangkan adalah kemaslahatan anak.   
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ABSTRACT 

Achmad Akhdan Musyaffa' NIM 19210114, 2023, Nganjuk Religious Court 

Judge's Considerations on Rejecting Custody of Underage Children to the 

Birth Mother Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. 

H. Miftahul Huda, S.HI., MH  

 

Keywords : Judge's considerations, Hadhanah , child protection. 

  

 The Nganjuk Religious Court issued a decision denying child custody with 

case registration number 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ where the lawsuit was filed on 

the grounds that after the divorce the husband and wife had made an agreement, 

even though it was not written, to take care of the children alternately. However, 

the husband did not comply with the agreement so the plaintiff wanted to get justice 

for the child's custody. However, in this decision the judge rejected the biological 

mother's claim and gave custody to the father. Even though the mother did not 

violate the rules to fulfill her obligations in caring for children as stated in the 

Compilation of Islamic Law (KHI) Article 109. This is felt to be a discrepancy 

between legal facts and existing legal theory therefore the aim of this research is to 

examine and analyze the judge's considerations in refusing child custody in the 

decision with case registration number 1927/Pdt.G/PA.NGJ reviewed according to 

the Legal Compilation Islam and analyze whether the judge's decision is in 

accordance with applicable legal provisions.  

This research is normative legal research using a case approach and a 

statutory approach. The legal sources for this research come from primary legal 

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the 

method for processing legal materials in this research is editing, classifying, 

verifying, analyzing and concluding.  

The results of the research show that the judge's main consideration was to 

reject the child custody claim because he saw the tendency of the child to prefer his 

father, the father being more established than the mother, the father's environment 

being more capable for the child's development, the emergence of worry from the 

judge that It is feared that if the child's tendencies are forced, they will of course be 

the opposite and could affect both physical and spiritual development. Furthermore, 

according to the Compilation of Islamic Law article 156 and Law number 35 of 

2014 concerning child protection, it is deemed that the judge's consideration in the 

decision was appropriate by giving a decision to refuse custody of the child and 

give custody of the child to the father because what was most taken into 

consideration was the welfare of the child.  
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 خلاصة 

اعتبارات قاضي المحكمة الدينية في نجانجوك بشأن رفض  ،  ٢٠٢٣  , ١٩٢١٠١٤رقم القيد  أحمد أخدان مصطفى  
، برنَمج دراسة قانون الأسرة الإسلَمي، كلية الشريعة، جامعة    حضانة الأطفال القاصرين حتى الولَّدة الأم 

   S.HI. ،MHمولَّنَ مالك إبراهيم الإسلَمية الْكومية مالَّنج. المشرف: د. ح. مفتاح الهدى، 

 
 ، حماية الطفل.  الْضانه اعتبارات القاضي،  :  الكلمات المفتاحية 

  
برفض    قراراً  الدينية  نجانجوك  محكمة  القضية  أصدرت  تسجيل  برقم  الأطفال  حضانة 
1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ    حيث تم رفع الدعوى على أساس أنه بعد الطلَق، توصل الزوج والزوجة

إلى اتفاق، على الرغم من أنه كان كذلك. لم يكُتب، ليتناوبوا في رعاية الأطفال، إلَّ أن الزوج لم يمتثل للَتفاق، لذا  
ذا القرار مطالبة الأم  أرادت المدعية الْصول على العدالة فيما يتعلق بحضانة الطفل. ومع ذلك، رفض القاضي في ه

البيولوجية وأعطى الْضانة للأب. على الرغم من أن الأم لم تنتهك قواعد الوفاء بالتزاماتها في رعاية الأطفال كما  
ا بين الْقائق القانونية والنظرية  . يعُتقد أن هذا يمثل تناقضً 109( المادة  KHIجاء في مجمع الشريعة الإسلَمية ) 

القانونية القائمة، وبالتالي فإن الهدف من هذا البحث هو فحص وتحليل اعتبارات القاضي في رفض حضانة الأطفال  
وفقا للتجميع القانوني الإسلَمي    Pdt.G/PA.NGJ/1927في القرار الذي تمت مراجعته برقم تسجيل القضية  

 وتحليل ما إذا كان قرار القاضي يتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها.  
هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج الْالة والنهج القانوني. المصادر القانونية لهذا البحث  

هذا  تأتي من المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الثالثة. أما طريقة معالجة المواد القانونية في  
 قق والتحليل والَّستنتاج.  البحث فهي التحرير والتصنيف والتح

وتظهر نتائج البحث أن الَّعتبار الأساسي للقاضي هو رفض دعوى حضانة الطفل لأنه رأى ميل الطفل إلى تفضيل  
القلق من القاضي الذي  والده، وأن الأب أكثر رسوخا من الأم، وأن بيئة الأب أكثر قدرة على نمو الطفل. ، ظهور  

نموه الجسدي  تؤثر على  أن  ذلك ويمكن  بالطبع ستكون عكس  فإنها  الطفل قسرية،  ميول  إذا كانت  أنه  يخشى 
بشأن حماية    2014لسنة    35والقانون رقم    156والروحي. علَوة على ذلك، ووفقاً لمجمع الشريعة الإسلَمية المادة  

رار كان مناسباً بإصدار قرار برفض حضانة الطفل ومنح الْضانة للطفل.  الطفل، فإنه يرى أن اعتبار القاضي في الق
 الأب لأن أكثر ما يهم هو مصلحة الطفل. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pernikahan pada dasarnya sangat ideal, namun terkadang 

banyak sekali kerikil yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai, yang 

mengakibatkan keretakan dan kegagalan dalam menjalin pernikahan. Dalam 

kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami dan istri) mengadu 

kepada orang lain atau kepada keluarganya, akibat tidak dipenuhinya hak-

hak yang harus diperoleh atau tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak, 

atau karena sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan timbulnya sengketa 

antara keduanya (suami dan istri) dan bukan tidak mungkin dari perselisihan 

ini mengakibatkan perceraian. Dalam perceraian biasanya juga 

mempertanyakan tentang hak mendidik dan mengasuh anak (hadhanah). 

Hal ini sering menjadi persoalan krusial, termasuk bagaimana hakim 

menilai kasus hadhanah jika suami istri yang diceraikan memiliki anak yang 

belum mumayyiz, karena mereka saling mengklaim bahwa merekalah yang 

paling mampu, paling kompeten, dan paling berhak dalam mengasuh anak, 

hadhanah erat kaitannya dengan tiga hak:1  

1. Hak seorang wanita untuk merawatnya.  

2. Hak dari anak yang diasuh.  

3. Hak ayah atau orang yang menduduki jabatannya.  

 
1 Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” JCH, No.2(2020): 

292 
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Jika masing-masing hak tersebut dapat digabungkan, maka itulah 

jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika setiap hak bertentangan dengan 

yang lain, maka hak anak harus didahulukan dari yang lain. Dalam hal ini 

yang menjadi perhatian adalah sejauh mana asas kemanfaatan 

dipertimbangkan oleh hakim.2 

Hadhanah menurut istilah fiqih adalah menjaga anak dari segala 

macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, 

menjaga makan dan kebersihan, dan memberikan pendidikan, untuk dapat 

berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.3  

Hadhanah merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tua, 

karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak terlantar dan hidupnya 

sia-sia. Dalam fiqih terdapat prinsip mengasuh dan mendidik adalah 

kewajiban bagi kita para orang tua, karena jika anak masih kecil akan 

mengakibatkan kerusakan pada dirinya dan masa depannya bahkan dapat 

mengancam keberadaan jiwanya. Karena alasan tersebut anak-anak ini 

harus diasuh dan dididik dengan baik. 4  

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mendapat 

hadhanah, apakah hak mendapat hadhanah itu untuk ibu atau hak anak yang 

diasuh. Ulama Hanafi berpendapat bahwa Ibu memiliki hak lebih atas 

anaknya sampai anak besar dan mampu berdiri sendiri dalam memenuhi 

kebutuhan makan, minum, pakaian, istirahat. Setelah itu ayah lebih berhak 

 
2 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 

2004), 166. 
3 Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Assyifa,1986), 450. 
4 Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer, 166. 
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mengasuh anak, tetapi jika anak perempuan, maka ibu lebih berhak atasnya. 

Imam Malik berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak 

perempuannya sampai menikah dengan laki-laki dan melakukan hubungan 

badan. Anak laki-laki juga memiliki hak lebih untuk diasuh oleh ibunya 

hingga anak tersebut dewasa.  

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ibu lebih berhak mengasuhnya, 

baik anak laki-laki maupun perempuan, hingga berusia tujuh tahun. Setelah 

itu, ayah dan ibu dapat memilih hak asuh, dan siapa pun yang memenangkan 

hak asuh akan berada di tangannya. Imam Hambali dalam hal ini memiliki 

dua riwayat. Pertama, ibu memiliki hak lebih untuk mengasuh anak laki-laki 

sampai mereka berusia tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih mengikuti 

ayahnya atau tinggal bersama ibunya. Jika anak perempuan, setelah dia 

berumur tujuh tahun, dia harus tinggal bersama ibunya, dan tidak ada pilihan 

untuknya sedangkan pendapatnya yang kedua seperti pendapat Imam 

Hanafi.5 

Dalam fiqh disebutkan jika seorang suami menceraikan istrinya, 

sedangkan di antara mereka ada anak yang berusia di bawah 7 tahun, maka 

ibu lebih berhak mengasuhnya dan ayah tetap wajib menafkahinya.6 

Pasalnya, ibu lebih memiliki kasih sayang dibandingkan ayah, sedangkan 

pada usia yang masih sangat muda anak membutuhkan kasih sayang yang 

 
5 Muhammad bin Abdurrahman, Fiqh Empat Mazhab. (Bandung: 2004), 416. 
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  jilid 8, terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma’arif, 1978), 174. 
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lebih. Jika anak berada di bawah pengasuhan seorang ibu, semua biaya 

hadhanah akan menjadi tanggung jawab sang ayah.  

Jika sang ibu tidak mau mengasuh anaknya, maka sang ayah wajib 

membayar wanita lain untuk mengasuhnya. dan jika istri adalah orang yang 

tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayahnya muslim, maka istri tidak 

berhak mengasuh anaknya.7 

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak ada definisi mengenai hak 

asuh anak, akan tetapi Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak), terdapat 

istilah “Kuasa Asuh” yaitu “Kekuasaan orang tua untuk membesarkan, 

mendidik, mengasuh, mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak 

sesuai dengan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan 

minatnya.”8 

Terdapat juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:9 

a. Pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz atau belum   mencapai 

usia 12 tahun adalah hak ibunya.  

b. Pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diberikan hak kepada anak untuk  

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 

c. Biaya pengasuhan anak ditanggung oleh ayahnya. 

 
7 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), 

392. 
8 Pasal 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
9 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 
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Hak asuh inilah yang diperdebatkan antara suami istri yang sama-

sama memiliki keinginan untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya setelah 

terjadi perceraian. Bahkan tidak jarang konflik hak asuh berakhir pada 

proses dugaan tindak pidana karena salah satu pihak tidak menerima hasil 

Putusan Pengadilan dan menganggap paling berhak atas hak asuh anak dan 

mengambil paksa dari orang yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pihak 

yang berhak mendapatkan hak asuh. 

Berdasarkan putusan nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ dalam duduk 

perkara dijelaskan terjadi adanya perdebatan antara penggugat (ibu) dan 

tergugat (ayah). Mereka telak melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 

Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA namun telah 

bercerai tanggal 23 Agustus 2021 dan mempunyai 1 anak perempuan yang 

lahir pada tanggal 01 Oktober 2016. 

Bahwa demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka 

sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1) karena 

usia anak perempuan lahir di Nganjuk 01 Oktober 2016 masih belum 

mumayyiz. 

Namun, dalam putusan nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ pihak 

Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Untuk itu dalam kesempatan 

ini, judul yang akan dilakukan penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Di bawah Umur 

Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA/NGJ)” 

 



6 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ ? 

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 

register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ perespektif Kompilasi 

Hukum Islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ  

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 

register perkara 1927/Pdt.g/2021/PA.NGJ ditinjau perespektif 

Kompilasi Hukum Islam 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, yaitu : 

a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya mengenai hak asuh anak di bawah umur.  

b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam 

pengetahuan terhadap hak asuh anak dan mengembangkan ilmunya. 

2. Manfaat Praktis, yaitu : 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami mengenai 

kepemilikan hak asuh anak. 
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E. Definisi Operasional 

1. Pertimbangan Hukum Hakim pertimbangan hakim, pertimbangan 

hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus 

memegang asas hukum nullum delictum nulla poena sine praevia legi (tidak 

ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)..10 

2. Hadhanah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti antara lain: 

urusan mengasuh, mendidik, mengatur, mengurus segala 

kepentingan/urusan anak yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan 

antara perbuatan atau perbuatan baik dan buruk untuk mereka sendiri). 

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk 

atau di pangkuan, karena ketika ibu menyusui anaknya, dia meletakkan 

anaknya di pangkuannya, seolah-olah pada saat itu ibu melindungi dan 

merawat anaknya, jadi hadhanah digunakan sebagai istilah yang berarti: 

“Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai mampu secara 

mandiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak 

tersebut”.11 

F. Metode Penelitian 

Upaya yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yang faktual, 

lengkap dan aktual serta memudahkan penulis dalam menyusun penelitian 

ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 
10 Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan 

Agama” dalam Jurnal Hukum, (Yogyakarta: Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), No. 1/Januari 

2008, 122. 
11 Sohari Sahrani, Fikih Munahakat, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 215. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau 

yang dapat disebut yuridis normatif. Adapun jenis penelitian hukum 

normatif adalah metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran 

dari segi logika ilmiah atau dari sudut pandang yuridisnya.12  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena 

peneliti akan mencoba menganalisis secara yuridis terkait dengan 

keputusan hakim dalam pemberian hak mengasuh anak kepada ayah 

dengan melihat kasus-kasus yang dikhawatirkan hakim bahwa ibu tidak 

mampu menjamin kebutuhan keluarga. Penelitian ini didasarkan pada 

norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan bahan hukum yang berasal dari literatur yang sesuai. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kasus atau case approach adalah suatu pendekatan 

yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan aturan hukum 

yang dilakukan dalam praktek hukum.13  

Sedangkan pendekatan dengan Undang-undang atau statute 

approach adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 

regulasi. Artinya, pendekatan Undang-undang ini mengkaji 

permasalahan hukum yang peneliti bahas terkait dengan regulasi yang 

ada yaitu Undang-undang.14 

 
12 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 124. 
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158. 
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 137. 
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3. Sumber Data 

Sumber data adalah hal yang penting dalam tersusunnya sebuah 

penelitian. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian 

hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, data yang 

dihasilkan diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku, jurnal 

ilmiah dan lain-lain. Sehubungan dengan penelitian ini, sumber data 

diklasifikasikan menjadi : 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data 

dalam penelitian yang dijadikan sebagai sumber utama dan sumber 

data primer adalah bahan hukum yang berwenang.15 Bahan hukum 

primer terdiri dari Undang-undang, putusan hakim, dan bahan 

hukum lainnya. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam. 

2) Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ tentang pemberian hak asuh anak. 

b. Data sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, 

dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang meliputi 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181. 
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dokumen atau buku hukum, tesis, dan sebagainya.16 Selain itu 

terdapat beberapa sumber lain seperti jurnal online yang terkait 

dengan penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang saling 

melengkapi dan bahan hukum penjelas dari bahan dan bahan hukum 

primer hukum sekunder.17 Materi hukum tersier ada di sini 

mencakup berbagai kamus bahasa yang mendukung penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini didasarkan pada 

kajian pustaka atau library research. Kajian Pustaka adalah upaya 

mengkaji dan menganalisis secara sistematis dokumen-dokumen yang 

berkaitan sebagai referensi penelitian yang memuat objek, tema dan 

masalah yang diteliti. 18 Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data 

berasal dari studi literatur terkait pembahasan hak asuh anak, putusan 

hakim, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan 

pemerintah, dan lain-lain. 

5. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data 

mentah yang diubah ke dalam data dengan bentuk yang mudah dipahami 

 
16 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30 
17 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, 

(Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022), 111. 
18 Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian 

UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 17-18. 
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yang kemudian dapat membantu pembaca dalam memahami data yang 

telah diolah secara sistematis.19 Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (editing), 

klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan 

pembuatan kesimpulan (concluding). Berikut penjelasannya: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemerikasaan data atau editing data adalah melakukan 

proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informan yang 

dikumpulkan oleh peneliti guna meningkatkan kualitas data yang 

dianalisis.20 Dalam editing, hal-hal yang dikoreksi terkait dengan 

putusan hakim, pembahasan tentang hak asuh anak, relevansi data 

yang didapat, dan keragaman satuan data. 

b. Klasifikasi (classifying) 

Melakukan tahapan klasifikasi ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari 

proses yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti 

mengklasifikasikan penelitian ini menjadi dua garis besar, yang 

pertama duduk perkara dalam menolak hak asuh anak di bawah 

umur kepada ibu kandung putusan nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ. Kedua, pertimbangan hukum oleh 

Hakim dalam menolak hak asuh anak di bawah umur kepada ibu 

 
19 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Cet. I (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 157. 
20 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129. 
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kandung yang mana hal tersebut nanti akan mempermudah pembaca 

dalam memahami. 

c. Verifikasi (verifying) 

Dalam Pada tahap ketiga ini penulis melakukan verifikasi 

atau pengecekan data yaitu dengan melakukan pengecekan kembali 

terhadap bahan hukum yang telah terkumpul guna mendapatkan 

keabsahan data yang kemudian diklasifikasi antara lain terdiri dari 

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas register perkara 

nomor 1927/Pdt.G/2021/Pa.NGJ, dalam proses ini bertujuan untuk 

melihat antara materil dan persoalan hukum ada kesesuaian, 

sehingga antara keduanya sesuai dengan fakta yang terjadi. 

d. Analisis (analyzing) 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data, dimana penulis 

disini menganalisis permasalahan yang muncul dengan 

menggunakan analisis yuridis terhadap bahan hukum yang penulis 

temukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui pertimbangan 

keputusan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah 

pada perkara nomor 1927/Pdt.G/2021/Pa.NGJ. 

e. Pembuatan Kesimpulan (concluding) 

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan 

data yaitu dengan mengambil ringkasan dari data- data yang telah 

diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Dari tahapan 



13 

 

 

ini peneliti suda menemukan jawaban- jawaban dari kisi- kisi serta 

rumusan masalah dari penelitian, yang kemudian nantinya 

digunakan untuk membuat kesimpulan dengan menghasilkan 

gambaran pada problematika yang telah diangkat secara jelas 

maupun ringkas. 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bukti orisinalitas penelitian oleh peneliti, maka akan 

dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan 

penelitian ini agar terhindar dari kesamaan penelitian terdahulu. Adapu 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

1. Anas Roniyadi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, dengan judul skripsi 

“Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mummayiz Kepada 

Ayah Beda Agama (Studi Perkara Nomor 

1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”. Penelitian ini membahas tentang 

pemberian hak asuh anak kepada ayahnya yang beda agama. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini  hak asuh anak 

telah diberikan kepada ayah yang mana sudah pindah agama karena di 

dalam persidangan telam ditemukan beberapa fakta hukum yang 

menyebabkan Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada ayah, 

diantaranya : “Ayah tidak pernah mengajak anak tersebut untuk ikut ke 

Gereja, namun anak tersebut lebih sering ikut neneknya untuk solat” dan 
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Majelis Hakim juga melihat beberapa aspek yang harus dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan seperti aspek akhlak dan moral, aspek 

kesehatan, aspek kesempatan, aspek budaya (lingkungan), dan aspek 

kedekatan dengan anak.21 

2. Andi Tenri Sucia, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2019, dengan judul skripsi “Kedudukan 

Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu 

Orangtuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi 

Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama di Makasar)”. 

Penelitian ini membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah 

ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan normatif empiris (applied law research). Hasil dari 

penelitian ini mengetahui perbedaan mendasar antara kedua undang-

undang tersebut dan mengklasifikasikan perbedaan tersebut menjadi 3 

bagian, yaitu: 1. Ketentuan untuk melakukan perceraian, 2. Ketentuan 

usia dalam hal membesarkan anak, 3. Orang yang berhak mengasuh 

anak; Selain perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan khusus yang 

hanya terdapat dalam hukum Islam yaitu hak ibu dalam hal perwalian 

 
21 Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mummayiz Kepada Ayah 

Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”, (Skripsi : UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2020). 
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akan batal jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang 

anak diantaranya ibu berpindah agama atau murtad.22 

3. Abdul Wafi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019, dengan judul skripsi “Pertimbangan 

Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)”. Penelitian ini 

membahas apa saja pertimbangan Hakim dalam memberikan hak asuh. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pusaka (library 

research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah 

menurut Hakim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 4 

sampai pasal 19 tersebut tidak satupun hak anak yang dilanggar oleh 

pemohon dalam memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. 

Dalam kasus ini hakim menilai bahwa selama anak berada dalam 

kekuasaan hak asuh orang tua laki-laki kehidupannya diperhatikan 

segala kebutuhan biaya hidupnya termasuk jaminan pendidikan 

ditanggung oleh orang tua laki-laki.23 

 

 

 
22 Andri Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu 

Orangtuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan agama di Makasar)”, (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2019). 
23 Abdul Wafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan 

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/ 2008)”, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, 

2019). 
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No 
Identitas Judul Persamaan Perbedaan 

1 
Anas 

Roniyadi 

(Skripsi : 

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang), 

2020 

Penetapan Hak 

Hadhanah Bagi 

Anak Yang 

Belum Mummayiz 

Kepada Ayah 

Beda Agama 

(Studi Perkara 

Nomor 1494/Pdt.G 

/2018/PA.Kab.Mlg 

 

Penelitian 

terdahulu 

dan 

penelitian 

ini memiliki 

kesamaan 

mengenai 

pemberian 

hak asuh 

anak kepada 

ayah 

Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

objek penelitian 

ayah yang beda 

agama, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

objek ayah yang 

masih beragama 

Islam. 

2 
Andi Tenri 

Sucia 

(Skripsi : 

Universitas 

Islam Negeri 

Alauddin 

Makasar), 

2019 

Kedudukan Hak 

Asuh Anak Pasca 

Terjadinya 

Perceraian Karena 

Salah Satu 

Orangtuanya 

Murtad Menurut 

Hukum Positif 

Dan Hukum Islam 

(Studi 

Perbandingan 

Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan 

Agama di Makasar 

Penelitian 

terdahulu 

dan 

penelitian 

ini memiliki 

kesamaan 

mengenai 

pembahasan 

hak asuh 

anak pasca 

terjadinya 

perceraian 

Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

objek penelitian 

ayah yang beda 

agama, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

objek penelitian 

ayah yang masih 

beragama Islam. 

3 
Abdul Wafi 

(Skripsi : 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta), 

2019 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Memutus 

Sengketa Hak 

Asuh Anak 

(Tinjauan 

Terhadap Putusan 

Mahkamah Agung 

Nomor 1008 

K/PDT/ 2008) 

Penelitian 

terdahulu 

dan 

penelitian 

ini memiliki 

kesamaan 

mengenai 

sengketa 

perebutan 

hak asuh 

anak 

Penelitian 

terdahulu fokus 

kepada 

perbandingan 

putusan 

Pengadilan 

Tinggi dan 

Mahkamah 

Agung, 

sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada 

putusan 

Pengadilan 

Agama. 
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Dari ketiga penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum 

ada yang membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Menolak Hak asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung. Dalam hal 

ini tidak ada pengulangan ataupun menyamakan terhadap penelitian 

terdahulu yang tentunya banyak perbedaan yang termuat dalam kelima 

skripsi di atas. Perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitiannnya, 

peneliti menggunakan ayah kandung yang masih beraga Islam sedangkan 

yang dijadikan pedoman menggunakan objek penelitian ayah yang sudah 

tidak beragama Islam. Lokasi penelitian dan lokasi yang dijadikan pedoman 

tentunya berbeda. Sedangkan persamaannya adalah sama- sama membahas 

mengenai hak asuh anak. 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya mudah 

dipahami, maka sistematika pembahasannya adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu 

penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan penjelasan landasan teori-teori  yang akan 

digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil 
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penelitian. Selain itu, bab ini juga digunakan sebagai referensi atau rujukan 

singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada bab ini berisi 

kutipan-kutipan dari buku-buku-, artikel, jurnal, dan lain-lain. Tinjauan 

pustaka dalam skripsi ini terdiri dari pengertian hadhanah dan pertimbangan 

hakim. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan hasil penelitian 

mengenai “Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak 

asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)”. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dengan uraian singkat atau 

ringkasan penelitian yang peneliti lakukan atas permasalahan dan 

pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin agar para pembaca 

dapat dengan mudah memahami secara baik. Sedangkan saran merupakan 

harapan dari penulis terhadap pembaca dan para pihak yang bersangkutan 

dalam masalah ini, agar memberikan masukan bagi pengembangan materi 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Hadhanah  

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Hukum Islam 

Dalam literatur fiqh, hadhanah diartikan dalam beberapa istilah, 

antara lain: 

a. Menurut Sayyid Sabiq : 

Sikap mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun 

perempuan, atau mereka yang kurang akal, belum bisa 

membedakan mana yang baik dan buruk, belum bisa leluasa 

mengurus dirinya sendiri dan belum tahu bagaimana berbuat 

kebaikan seerta mengambil tindakan merawat diri mereka sendiri 

juga tidak tahu bagaimana menjaga dari sesuatu yang menyakiti 

dan mencelakakan, mendidik dan membina mereka secara fisik, 

mental ataupun akal, agar mampu menjunjung tinggi kehidupan 

yang sempurna dan bertanggung jawab.24 

b. Menurut Wahbah Zuhaili : 

Mendidik anak yang berhak hadhanah, yaitu mendidik dan 

melindungi orang yang tidak mampu mengendalikan 

kebutuhannya sendiri dari hal-hal yang membahayakan dirinya   

 
24 Sayyid sabiq. Fiqih sunnah jilid 3 terj. Noor Hassanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 

144 
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karena ketidakmampuannya memilih, seperti anak kecil dan orang 

gila. 

c. Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi 

Mengasuh anak yang belum mummayiz, dan belum mampu 

memenuhi kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang 

bermanfaat baginya, dan melindunginya dari hal-hal yang 

merugikan dirinya. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan hadhanah adalah mengasuh atau mengasuh anak 

yang belum mumayyiz agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan 

bertanggung jawab. Selain itu hadhanah mempunyai arti yang berbeda 

dengan “pendidikan” (tarbiyah). Hadhanah mengandung makna 

pendidikan bagi anak.25 

2. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Undang-undang Perkawinan 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan 

masalah hadhanah, sebagai berikut: 

Pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:  

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

 
25 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), 138. 
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ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan 

memberinya putusan. 

b. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam 

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri.26 

Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal 45 

disebutkan: 

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan anatar kedua orang tuanya putus.27 

Perceraian tidak mengubah kedudukan anak atau orang tuanya 

dalam mengasuh dan mendidik anak, karena demi kepentingan dan 

kebutuhan anak setelah perceraian pada umumnya anak mempunyai 

 
26 Pasal 41 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
27 Pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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hak memperoleh : kasih sayang, pendidikan, perhatian kesehatan, 

tempat tinggal yang layak.28 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, kedua orang 

tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak 

mereka sampai mereka menikah dan mampu berdiri sendiri. Ayah 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. 

Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah hadhanah, baik terhadap ayahnya maupun ibu.  

3. Hak Anak Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak 

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak dijelaskan bahwa Perlindungan anak di mana hak 

asuh merupakan kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina dan mengembangkan anak sesuai dengan agama 

yang dianutnya serta kemampuan, bakat dan minatnya.29 

Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak menyatakan bahwa30 : 

a. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari 

orang tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang 

 
28 Ali Yusuf Subekti, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010) 

282. 
29 Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
30 Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 
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menunjukkan jika pemisahan anak dan orang tua merupakan jalan 

terbaik bagi kepentingan si anak dan merupakan jalan terakhir.  

b. Dalam terjadi pemisahan, maka anak akan tetap berhak bertemu 

dan berhubungan dengan orang tuanya  

c. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan 

perlindungan dari orang tuanya  

d. Mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya  

e. Mendapatkan hak lainnya sebagai anak  

f. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika orang tuanya karena 

alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung 

jawabnya. Orang tua juga harus memberikan pengasuhan, 

pemeliharaan, seperti di Pasal 41 ayat (2) huruf b 

4. Hak Asuh (Hadhanah) Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 154 tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan 

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 

1991) tentang Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, 

kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen 

Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta masyarakat 
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yang memerlukannya.31  Persoalan hadhanah tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang mengatur beberapa pasal tentang hukum 

perkawinan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang 

hadhanah terkait: 

a. Pengertian Hadhanah 

Pasal 1 (G) pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan 

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu 

berdiri sendiri.32 

b. Kewajiban orang tua dalam hadhanah : 

Pasal 77 (3) pasangan suami istri memikul kewajiban untuk 

mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik 

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya.33 

Pasal 80 (4) sesuai penghasilannya, suami menanggung: biaya 

rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri, anaknya dan biaya 

pendidikan bagi anak.34 

Pasal 104 (1) semua biaya yang terkait termasuk untuk penyusuan 

anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah 

 
31 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 

53 
32 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. 
33 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. 
34 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. 
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meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang 

yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.35 

c. Hadhanah setelah terjadinya perceraian  

Pasal 105 dalam perceraian : Pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. 

Pemeliharaan anak yang mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pengasuhan. Biaya 

pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya.36 

d. Hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dan sudah mumayyiz 

Pasal 156 (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya 

digantikan oleh:  

wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; ayah; wanita wanita 

dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping 

dari ayah. 

Pasal 156 (b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 

mendapatkan hadhanah dari ayah maupun ibu.37 

 
35 Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam. 
36 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 
37 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. 



26 

 

 

 Dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam hampir sama 

dengan Undang-undang perkawinan, dimana pada umumnya tanggung 

jawab orang tua terhadap anaknya tetap ada meski sudah bercerai. 

Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui seperangkat 

ketentuan mengenai hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban 

orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak 

didasarkan pada prinsip memberikan yang terbaik bagi anak. 

5. Dasar Hukum Hadhanah  

 Dalam Islam, mengasuh anak adalah wajib hingga anak mampu 

berdiri sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Oleh karena itu, 

mengasuh anak kecil adalah suatu keharusan karena mengabaikan anak 

sama saja dengan membiarkan mereka dalam bahaya.38 

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233 :  

ِۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ  لَيِْ  ل مَنِْ ارَاَدَِ انَِْ يُّت مَِّ الرَّضَاعَةَِ عْنَِ اوَْلََدَهُنَِّ حَوْلَيِْ  كَام   وَالْوَال دٰتُِ يُ رْض 

ِۢب وَلَد هَاِ ِۚ لََِ تُضَاۤرَِّ وَال دَةِ  لْمَعْرُوْفۗ ِ لََِ تُكَلَّفُِ نَ فْسِ  ا لََِّ وُسْعَهَا  لهَ ر زْقُ هُنَِّ وكَ سْوَتُُنَُِّ بِ 

هُمَاِ ِۚ فاَ نِْ ارَاَدَا ف صَالًَِ عَنِْ تَ راَضِ  م ِّن ْ  وَلََِ مَوْلُوْدِ  لَّه ب وَلَد ه وَعَلَى الْوَار ثِ  م ثْلُِ ذٰل كَِ

عُوْْٓاِ اوَْلََدكَُمِْ فَلَِ جُنَاحَِ عَلَيْكُمِْ ا ذَاِ ِۗوَا نِْ ارََدْتُِّّْ انَِْ تَسْتََْض   وَتَشَاوُرِ  فَلَِ جُنَاحَِ عَلَيْه مَا

يِْ  اَ تَ عْمَلُوْنَِ بَص  لْمَعْرُوْفۗ ِ وَات َّقُوا اللَِِّٰ وَاعْلَمُوْْٓا انََِّ اللَِِّٰ بِ  تُمِْ بِ   سَلَّمْتُمِْ مَّآْ اٰتَ ي ْ

Artinya : Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. 

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula 

 
38 Sayyid sabiq. Fiqih sunnah jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 139 
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seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak 

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 

Al-Baqarah : 233)39 

 

 Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memenuhi 

kebutuhan ekonomi, baik berupa pangan, sandang, papan, dan 

kesehatan. Selain kewajiban ayah dan ibu untuk menafkahi anaknya 

secara ekonomi, ayah dan ibu juga berkewajiban mendidik anaknya 

dengan baik dan baik. Kewajiban ayah dan ibu dalam mendidik 

anaknya sangatlah penting karena kedudukannya sangat menentukan 

bagi kehidupan anaknya, baik dari segi karakter maupun dari segi 

lingkungan. Oleh karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah 

hadanah.40 

 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hadhanah adalah suatu 

kewajiban bagi kedua orang tua atau orang yang mempunyai hak 

tersebut.  

 Kemudian berdasarkan hadis tersebut memuat penjelasan 

bahwa anak tidak boleh jauh dari ibu atau orang tuanya pada usia dini. 

Karena di usia ini, anak masih membutuhkan kasih sayang orang 

tuanya, terutama ibunya. 

 
39 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Agung 

Harapan, 2006), 37. 
40 H. Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT bina ilmu 1995), 212. 
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ثٰنِِ عٰ  ثٰ نٰا الْوٰليِدُ عٰنْ أٰبِ عٰمْروٍ يٰ عْنِِ الْأٰوْزاٰعِيَّ حٰدَّ ثٰ نٰا مٰحْمُودُ بْنُ خٰالِدٍ السُّلٰمِيُّ حٰدَّ مْرُو حٰدَّ

هِ عٰبْدِ اللَِّّ بْنِ عٰمْروٍ أٰنَّ امْرأٰةًٰ قاٰلٰتْ يَٰ رٰسُولٰ اللَِّّ إِنَّ ابْنِِ   هٰذٰا بْنُ شُعٰيْبٍ عٰنْ أبٰيِهِ عٰنْ جٰدِِّ

تٰزعِٰ  هُ كٰانٰ بٰطْنِِ لهُٰ وِعٰاءً وٰثٰدْيِي لهُٰ سِقٰاءً وٰحِجْريِ لهُٰ حِوٰاءً وٰإِنَّ أٰبٰاهُ طلَّٰقٰنِِ وٰأرٰاٰدٰ أٰنْ يٰ ن ْ

ُ عٰلٰيْهِ وٰسٰلَّمٰ أنْٰتِ أٰحٰقُّ بهِِ مٰا لمْٰ تٰ نْكِحِي   مِنِِّ فٰ قٰالٰ لٰهاٰ رٰسُولُ اللَِّّ صٰلَّى اللَّّ

 Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin 

Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari 

Abu „Amru – yaitu Al-Auza‟iy, telah menceritakan kepadaku „Amru 

bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya „Abdullah bin „Amru: 

Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku 

adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; 

Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanya 

dariku”. Lalu kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam 

berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau 

belum menikah” (HR. Abu Dawud).41 

 

6. Syarat-syarat Hadhanah 

 Permasalahan yang paling utama dalam mengasuh anak adalah 

syarat-syarat seseorang yang akan menjadi pengasuhnya. Karena sifat 

seorang pengasuh akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak 

yang akan diasuhnya, seorang ibu asuh yang akan  menangani dan 

mengatur kepentingan anak kecil yang diasuhnya disyaratkan harus 

memiliki kemampuan. Kemampuan tersebut tentunya memiliki syarat-

syarat tertentu. Jika salah satu syarat tertentu saja tidak terpenuhi maka 

kemampuan memegang hadhanah akan hilang:42  

 
41 Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, (Hadits no. 

2276), (Jakarta : Al-Mahira, 2016), 259. 
42 Sayyid sabiq. Fiqih sunnah jilid 3, 143-147 
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a. Berakal sehat. Seseorang yang akalnya tidak sempurna atau tidak 

waras, tidak diperkenankan melaksanakan hak asuh. Pasalnya orang 

ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri apalagi mengurus orang 

lain. Bagi orang yang tidak mempunyai apa pun, tentu saja tidak 

bisa memberikan apa pun kepada orang lain. 

b. Sudah dewasa. Bagi anak-anak yang masih kecil, meskipun 

mumayyiz tetap membutuhkan orang lain yang bisa mengawasinya.  

c. Memiliki kemampuan untuk mendidik. Oleh karena itu, orang yang 

buta, rabun, menderita penyakit menular, dan menderita penyakit 

yang tidak mampu mengurus kepentingan anak kecil hendaknya 

tidak menjadi pengasuh; dia juga tidak tua karena dia sendiri 

membutuhkan bantuan orang lain; tidak lengah dan mengabaikan 

urusan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan kerugian dan 

kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya. 

d. Memiliki sifat amanah dan tidak fasik. Sebab, orang fasik dan tidak 

memiliki sifat amanah dalam mengasuh anak kecil, membuatnya 

sulit bertanggung jawab dalam mengasuh anak dengan baik. Lebih 

dari itu, anak-anak yang diasuhnya dikhawatirkan akan mewarisi 

sifat dan kepribadian buruk. 

e. Beragama Islam. Anak muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh 

yang bukan muslim karena pola asuh sangat erat kaitannya dengan 

masalah perwalian, sementara perintah dari Allah SWT tidak 
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memperbolehkan orang beriman berada di bawah perwalian orang 

kafir.  

وٰإِن كٰانٰ  نٰكُن مَّعٰكُمْ  ألمْٰ  قاٰلُوأا۟  مِّنٰ ٱللَِّّ  فٰ تْحٌ  لٰكُمْ  فإِٰن كٰانٰ  بِكُمْ  يٰتَٰبَّٰصُونٰ  ٱلَّذِينٰ 

نٰ  ُ يَْٰكُمُ بٰ ي ْ فِريِنٰ نٰصِيبٌ قاٰلُوأا۟ ألمْٰ نٰسْتٰحْوِذْ عٰلٰيْكُمْ وٰنٰمنْٰ عْكُم مِّنٰ ٱلْمُؤْمِنِيٰنۚ  فٱٰللَّّ كُمْ  للِْكٰٓ

فِريِنٰ عٰلٰى ٱلْمُؤْمِنِيٰن سٰبِيلًَ يٰ وْمٰ ٱ  ُ للِْكٰٓ  لْقِيٰٓمٰةِۗ  وٰلٰن يَْٰعٰلٰ ٱللَّّ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) 

yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika 

terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah 

kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir 

mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: 

"Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari 

orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di 

antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan 

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan 

orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa’ 4:141)43 

 

f. Belum menikah. Jika sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, 

maka hak asuhnya dicabut karena ditakutkan ibu akan lebih sibuk 

mengurus suami barunya daripada anaknya. 

g. Merdeka. Hal ini merupakan syarat untuk mengasuh karena seorang 

hamba sibuk dengan urusan dan tugas yang diberikan oleh tuannya, 

sehingga kesempatannya untuk mengasuh anak kecil sangat 

terbatas. 

 

 

 
43 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Agung 

Harapan, 2006), 101. 
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7. Pihak-pihak Berhak Dalam Hadhanah 

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang perkawinan 

dalam pasal 41 : Baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak semata karena kepentingan anak. 

b. Menurut hukum Islam Mazhab Syafi’i : ibu (orang yang paling 

berhak memelihara anak pasca perceraian), nenek dari ibu, nenek 

dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi 

dari ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi anak.44 

c. Menurut pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : wanita 

dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas 

ayah, saudara perempuan dari anak, wanita kerabat sedarah menurut 

garis samping dari ibu, wanita kerabat sedarah menurut garis 

samping dari ayah. 

8. Upah dalam Hadhanah 

 Pemberian upah pengasuhan anak sama dengan upah penyusuan 

pada anak. Ibu tidak berhak menerima upah pengasuhan selama dia 

masih menjadi istri dari ayah anak tersebut atau selama dia masih dalam 

masa iddah. Sebab, dalam kondisi seperti ini, ia tetap mempunyai hak 

untuk mencari nafkah sebagai istri atau nafkah selama masa 'iddah. 

Firman Allah SWT : 

 
44 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 

683. 
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ِۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ  لَيِْ  ل مَنِْ ارَاَدَِ انَِْ يُّت مَِّ الرَّضَاعَةَِ عْنَِ اوَْلََدَهُنَِّ حَوْلَيِْ  كَام   وَالْوَال دٰتُِ يُ رْض 

لْمَعْرُوْفۗ ِ  لهَ ر زْقُ هُنَِّ وكَ سْوَتُُنَُِّ بِ 

 Artinya : “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. 

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut.”45 

 Jika masa iddah telah lewat, maka ibu berhak menerima upah 

pengasuhan anak sebagaimana berhak menerima upah menyusui 

anaknya. Firman Allah SWT : 

ۚ  وٰإِن كُنَّ أوُ۟لٰٓتِ  أٰسْكِنُوهُنَّ مِنْ حٰيْثُ سٰكٰنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وٰلَّٰ تُضٰاأرُّوهُنَّ لتُِضٰيِِّقُوا۟ عٰلٰيْهِنَّ

وٰأْتمِٰ    ۖ اٰتوُهُنَّ أُجُورٰهُنَّ فٰ   لٰكُمْ  أرْٰضٰعْنٰ  فإِٰنْ    ۚ يٰضٰعْنٰ حٰمْلٰهُنَّ فأٰنٰفِقُوا۟ عٰلٰيْهِنَّ حٰتىَّٓ   رُوا۟ حٰمْلٍ 

نٰكُم بِعْٰرُوفٍۖ  وٰإِن تٰ عٰاسٰرْتُمْ فٰسٰتَُْضِعُ لهُٰۥأ أُخْرٰىٓ   بٰ ي ْ

 Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika 

mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”46 

 

 Selain kewajiban membayar upah untuk menyusui dan 

mengasuh anaknya, ayah juga wajib membayar sewa rumah atau 

 
45 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 37. 
46 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 559 
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perlengkapannya jika ibu tidak mempunyai rumah sendiri untuk 

mengasuh anaknya yang masih kecil. Ayah juga wajib membayar 

pembantu rumah tangga atau memberikan bantuan jika ibu 

memerlukannya dan ayah mempunyai kemampuan untuk itu dan 

tergolong orang kaya. Belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makanan, minuman, tempat 

tidur, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat 

dibutuhkan anak. Segala biaya yang dibutuhkan anak harus dibayar 

pada saat pengasuh mulai menjalankan tugasnya. Biaya-biaya tersebut 

menjadi hutang dan tanggung jawab yang ditanggung oleh ayah dan ia 

dinyatakan bebas dari biaya-biaya tersebut apabila telah dibayar atau 

dibebaskan.47 

9. Masa Hadhanah 

 Tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan masa hadhanah 

atau kapan berakhirnya masa hadhanah bagi seorang anak akibat 

perceraian. Dalam menentukan jangka waktu tersebut, para ulama fiqh 

hanya melihat suatu isyarat dengan menggunakan ijtihad untuk 

menentukannya. Oleh karena itu para ulama melakukan ijtihad dalam 

hal ini, sehingga diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat 

mengenai masa hadhanah itu sendiri, seperti :48 

 
47 Sayyid sabiq. Fiqih sunnah jilid 3, 149. 
48 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 

1996),417. 
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a. Imam Hanafi, berpendapat bahwa batas masa asuh adalah 7 tahun 

untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. 

b. Imam Syafi’i, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara anak 

laki-laki dan perempuan batasnya hingga berumur 7 tahun dan 

ketika sudah lewat maka anak diberikan pilihan untuk memilih 

antara ayah atau ibu. 

c. Imam Malik, berpendapat anak laki-laki hingga baligh sendangkan 

perempuan hingga menikah. 

d. Imam Hambali, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara 

anak laki-laki dan perempuan batasnya hingga berumur 7 tahun dan 

ketika sudah lewat maka anak diberikan pilihan untuk memilih 

antara ayah atau ibu. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kapan 

berakhirnya masa hadhanah : 

a. Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 

atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

b. Pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau 

sudah dewasa dalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat 

fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pasal 47 menyatakan bahwa anak-anak yang belum 

mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan 
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berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak dikeluarkan 

dari kekuasaannya.49 

B. Pertimbangan hakim  

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan tentang adanya 

fakta-fakta yang terungkap selama pada proses terjadinya persidangan. 

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

terwujudnya putusan sehingga mengandung unsur nilai keadilan dan 

mengandung kepastian hukum, selain itu dalam putusan tersebut juga 

harus mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sehingga dalam mempertimbangkan putusan hakim harus bersikap 

secara cermat, baik, benar dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim 

tidak teliti, baik dan hati-hati, maka putusan hakim yang bersumber dari 

pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung.50 

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan alat 

bukti, di mana hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan 

pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian 

merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan selama 

persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian 

bahwa suatu kejadian atau fakta yang terjadi itu benar adanya terjadi, 

 
49 Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Tahun 1927 tentang perkawinan 
50 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), 140. 
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guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.51 Hakim tidak 

dapat menjatuhkan putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau 

fakta itu benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, 

sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak.52 

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dibuat dalam 

sebuah putusan harus memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu 

sebagai berikut:53  

a. Kepastian Hukum 

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa 

konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan.  

Kepastian hukum akan memberikan adanya perlindungan 

kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan 

hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. 

b. Keadilan 

Masyarakat selalu berharap bahwa dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu 

mengikat semua orang, dan digeneralisasikan atau tidak 

membandingkan status atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. 

 

 
51 Hottua Pakpahan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan,” Jurnal Hukum, No. 8(2019):71 
52 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 141. 
53 Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan 

Meringankan,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66(2015): 353 
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c. Manfaat 

Hukum ada untuk manusia, sehingga manusia 

mengharapkan kemanfaatan dari penerapan atau penegakan 

hukum. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum terjadi keresahan dalam kehidupan masyarakat.54 

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

Landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan 

perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang optimal dan 

berimbang pada tataran teori dan praktik. Salah satu upaya untuk 

mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim menjadi Aparat 

penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur 

tercapainya kepastian hukum. 

Kekuasaan kehakiman yang pokok diatur dalam UUD 1945 Bab 

IX pasal 24 dan 25 serta dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 

24, khususnya penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 

Tahun 2009 kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 

 
54 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 35. 
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Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum 

Republik Indonesia.55 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan 

kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, 

kecuali hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. 

Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat 

mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa 

keadilan rakyat Indonesia.  

Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) ditegaskan bahwa: kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung badan peradilan di 

bawahnya di lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.56 

Mengenai kebebasan hakim, perlu juga dijelaskan kedudukan 

hakim yang tidak memihak, dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak 

memihak dalam hal ini berarti tidak memihak dalam pertimbangan dan 

pertimbangannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal: “Pengadilan 

 
55 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 142. 
56 Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94. 
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mengadili menurut Undang-undang dengan tidak membeda-bedakan 

orang”.57 

Seorang hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan tanpa 

memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu 

meneliti kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian 

memberikan penilaian terhadap peristiwa itu dan mengaitkannya 

dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat mengambil 

keputusan atas kejadian tersebut. 

Seorang hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 

35 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan 

undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan 

mengadilinya”.  

Seorang Hakim dalam upaya menemukan hukumnya 

diperbolehkan untuk bercermin pada ilmu hukum dan pendapat para 

ahli hukum (doktrin) terkenal.58 Hakim dalam mengambil keputusan 

tidak hanya berpijak pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam 

 
57 Ali Hamzah, KUHP dan KUHAP, 95. 
58 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara 

Pidana, (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987), 149 
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Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Hakim wajib mendalami, 

mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”.59 

Dari segi metodologi, Hakim pada Peradilan Agama dalam 

mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili harus 

melalui tahapan sebagai berikut:60  

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa. Rumusan masalah atau pokok 

permasalahan dalam suatu perkara dapat disimpulkan dari keterangan-

keterangan, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang 

terkandung dalam gugatan dan jawaban Tergugat, replik dan dupliknya. 

Dari tahap sidang jawab-jawab inilah hakim yang memeriksa perkara 

memperoleh kepastian mengenai peristiwa-peristiwa konkrit yang 

disengketakan para pihak.  

Peristiwa yang disengketakan merupakan permasalahan pokok 

dalam suatu perkara. Rumusan masalah pokok dalam proses 

pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses 

tersebut. Jika rumusan masalah pokoknya salah, maka proses 

selanjutnya juga akan salah. 

b. Pengumpulan data dalam terjadinya proses pembuktian. Setelah hakim 

merumuskan pokok permasalahan, hakim kemudian menentukan siapa 

 
59 Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 88 
60 Mukti Arto, Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2011), 36-37. 
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yang akan memikul beban pembuktian untuk pertama kalinya. Dari alat 

bukti tersebut hakim akan memperoleh data untuk diolah guna 

mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tersebut yang 

dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan dengan 

bukti dan telah teruji kebenarannya. 

c. Analisa data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah akan 

mengungkap fakta yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan 

keputusan yang akurat dan benar.  

Jadi fakta dapat berupa keadaan suatu benda, gerak, peristiwa, atau 

kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta dapat berupa adanya 

keberadaan dari suatu benda, atau peristiwa yang benar-benar ada dalam 

kenyataan, ruang, dan waktu.61 

d. Pengambilan keputusan. Apabila hakim telah melaksanakan temuan 

hukum dan penerapan hukum, maka ia harus menuangkannya dalam 

bentuk tertulis, yang disebut dengan putusan.62 

Sebagaimana kita tahu manusia mempunyai kecenderungan dan 

kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab hanya dalam kepastian 

berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi 

kemanusiaannya secara wajar dan baik. Tanpa kepastian hukum orang tidak 

mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan 

menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada 

 
61 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : 

Kencana, 2012), 286-287. 
62 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 288-289. 
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kepastian hukum terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan 

kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa 

ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus 

ditaati dan dilaksanakan. Dan terkadang Undang-undang itu sering terasa 

kejam apabila dilaksanakan searah ketat (lex dura sed tamen scripta).63 

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu 

mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa 

konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang 

dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada yang pada akhirnya 

nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa 

dalam penegakan hukum hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu, 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal terjadinya perkara, 

penegak hukum atau hakim harus melaksanakan atau menegakkan Undang-

undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak 

menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau 

tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih 

tidak sempurnanya Undang-undang. Maka dalam hal ini hakim haruslah 

mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan 

hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).64 

 
63 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suara Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 135- 

137. 
64 K.Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 21 
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Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan 

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 

melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dalam 

penemuan hukum terdapat beberapa aliran serta metode penemuan hukum 

sehingga dapat melahirkan istilah yang dinamakan contra legem. 

Bisa disimpulkan bahwa contra legem merupakan salah satu usaha 

dalam proses penemuan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah 

tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka 

hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan 

contra legem dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional. 
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BAB III 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA IBU 

KANDUNG PUTUSAN NOMOR 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ 

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Hak Asuh Anak Di bawah 

Umur Kepada Ibu Kandung Putusan Nomor 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ 

Sebagaimana yang dijelaskan pertimbangan hakim merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim, 

yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung 

kemaslahatan bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim perlu 

dilakukan secara cermat.65 Pertimbangan hakim merupakan tahapan yang 

dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan diambil atau 

diumumkan dalam persidangan. Dalam pertimbangan hakim ini, majelis 

hakim mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus 

diambil bagi kedua belah pihak dalam perkara tersebut. 

Seperti persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk 

mengenai perkara permohonan hak asuh, pada putusan yang dikeluarkan 

pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan nomor register perkara 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ berkaitan dengan permohonan hak asuh anak 

yang menjelaskan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan penggugat   

 
65 Qoidatul Ummah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan 

Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 

2016), http://digilib.uinkhas.ac.id/205/ 
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mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana 

yang telah dibuat dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 

bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 29 Agustus 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah 

Kantor Urusan Agama. Namun, penggugat dan tergugat telah bercerai 

sebagaimana putusan Pengadilan Agama tanggal 23 Agustus 2021. Bahwa 

sebagai ibu kandung anak perempuan tersebut pasca bercerai telah 

mengasuh anak dengan kondisi yang baik tercukupi seluruh kebutuhan baik 

sandang, pangan dan pendidikan, namun setelah bercerai hingga saat ini, 

belum ditentukan hak asuhnya (hadhanah) anak tersebut secara tegas dan 

jelas. Bahwa semula anak diasuh bersama antara penggugat dan tergugat 

selanjutnya anak tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat. 

Sebenarnya, ada kesepakatan secara tidak tertulis, yang pada pokoknya anak 

diasuh secara bergantian, seminggu ikut penggugat dan seminggu ikut 

tergugat. Namun, kesepakatan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak tergugat 

dan demi kepastian hukum tentang hak asuh anak, maka sebagaimana yang 

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (1), karena usia anak 

perempuan tersebut masih berumur 6 tahun (belum mumayyiz).66 

Sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka nafkah anak dan atau 

uang biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab tergugat selaku 

 
66 Muhammad Shaleh, “Sosialisas Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama,” Jurnal 

ABDIMASA, No.2(2020): 78 
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ayah, maka penggugat juga memohon sekaligus ditetapkan nafkah anak 

setiap bulan paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 

anak tersebut sampai dengan batas usia yang ditentukan dalam aturan. 

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk memeriksa 

perkara tersebut hingga diadili dengan sampai pada suatu keputusan 

berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai kemaslahatan dan 

kepentingan anak.67 Pada proses pemeriksaan, majelis hakim selain 

mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat juga memberikan 

keleluasaan pada pihak tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan 

tanggapan dari gugatan penggugat yang telah diajukan. 

 Pada faktanya ternyata memperlihatkan tidak sanggupnya penggugat 

dalam mengurus anak hal tersebut dicantumkan dalam dalil jawaban 

tergugat yang pada pokok isinya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh 

penggugat seperti bahwa sebelum bercerai anak tersebut sudah ikut dengan 

tergugat bahkan secara fisik maupun psikologis lebih dekat dengan tergugat, 

tidak benar tergugat menghalang-halangi anak untuk ikut dengan penggugat 

justru tergugat berulang kali memberi kesempatan kepada anak tersebut 

untuk beberapa waktu atau saat bersama dengan penggugat akan tetapi anak 

tersebut tidak mau sehingga tidak mungkin tergugat memaksa anak tersebut 

untuk ikut penggugat, dan juga dengan meminta nafkah anak membuktikan 

bahwa penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, melindungi serta mencukupi kebutuhan anak tersebut. 

 
67 Agus Wandi, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak,” SEIKAT, No.4(2023): 399 
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Setelah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, majelis hakim 

juga memeriksa beberapa alat bukti yang telah dilampirkan, seperti alat 

bukti yang ditandai majelis hakim dengan P.1 s/d P.6 yang sah ditandai 

dengan materai sebagaimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Kemudian majelis hakim 

menghadirkan tiga orang saksi ke hadapan pengadilan untuk mendengarkan 

langsung keterangannya sebagai bahan pertimbangan atas  alat bukti perkara 

yang diajukan penggugat dalam gugatannya.68   

Bahwa menurut saksi pertama dari pihak penggugat yang pada pokok 

penjelasannya saksi tahu anak tersebut dalam asuhan tergugat kurang lebih 

2 bulan, bahwa pada awalnya sebelum terjadi perceraian penggugat dan 

tergugat telah sepakat mengasuh anak secara bergantian dalam waktu satu 

minggu namun tergugat telah mengingkarinya, saat penggugat bekerja anak 

bersama dengan keluarga penggugat dan dilingkungan penggugat anak 

tersebut juga mempunyai teman sebaya baik dari keluarga maupun tetangga, 

saksi juga melihat bahwa penggugat lebih baik dalam mendidik anak 

dibandingkan dengan tergugat yang di mana selain tergugat adalah seorang 

pria dia bekerja di PLN bagian lapangan sehingga kurang waktu bersama 

anak sedangkan penggugat bekerja di konter HP akan tetapi memiliki hari 

libur, penggugat juga ingin sekali bertemu dengan saat di sekolah atau di 

 
68 Amiruddin, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus pada 

Mahkamah Syari’ah di Aceh), Jurnal Syarah, No. 2 (2020): 161. 
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rumah tergugat namun tidak bisa dikarenakan anak terlihat ketakutan  

karena saat itu ada tergugat, dan anak sudah 2 bulan dalam asuhan tergugat. 

Hal tersebut juga di benarkan oleh saksi penggugat  yang  kedua  dan 

menambahkan keterangan bahwa saksi mengetahui selama anak ikut 

dengan tergugat penggugat sangat tersiksa dan menderita lahir dan batin 

dikarenakan kesusahan untuk bertemu dengan anaknya, selanjutnya bahwa 

penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan taat beribadah, 

penggugat juga bekerja berjualan di dekat rumah sehingga sangat 

memungkinkan untuk menjaga dan merawat anak tersebut. Saksi ketiga dari 

pihak penggugat yang sebagai guru les anak tersebut juga menambahkan 

bahwa anak menjadi banyak manja dan tidak mau belajar ketika berada di 

rumah tergugat. 

Menurut saksi pertama dari pihak tergugat yang merupakan ibu 

tergugat menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui sebelum 

terjadi perceraian anak penggugat dan tergugat diasuh secara bergantian 

yang sebelumnya anak bertempat tinggal di rumah tergugat, bahwa saksi 

tahu anak tersebut ketakutan dan tidak mau bertemu dengan penggugat, 

saksi juga mengetahui sebab anak ketakutan oleh penggugat dikarenakan 

pada suatu sore hari penggugat bersama keluarganya datang untuk 

menjemput anak tersebut namun anak tidak mau tetapi oleh penggugat 

memaksa anak tersebut dengan cara dipaksa dibawa masuk ke dalam mobil 

dan dibawa pulang ke rumah penggugat, saksi juga mengetahui bahwa sejak 

kejadian itu anak kelihatan tidak mau dan ketika ke sekolah anak memilih 
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diantar dan dijemput tergugat, saksi juga memberikan keterangan bahwa 

dilingkungan tergugat terdapat banyak teman sebaya anak tersebut baik dari 

keluarga maupun dari tetangga. 

Saksi kedua yang merupakan tetangga tergugat juga memberikan 

kesaksian demikian dan menambahkan bahwa saksi tahu penggugat 

beberapa kali berusaha mengajak dan menjemput anak tersebut baik saat 

disekolah maupun saat les namun anak tersebut tidak mau ikut dengan 

penggugat. Saksi ketiga tergugat yang merupakan kakak kandung tergugat 

juga menambahkan bahwa penggugat bekerja di konter HP berangkat pagi 

dan pulang sore dan kadang berangkat lagi dan pulang malam hari 

sedangkan tergugat bekerja di PLN bagian lapangan dengan kerja shift 

berangkat pagi jam 09.00 dan bisa mengantar dan menjemput anak. 

Setelah memeriksa dan mendengarkan pemohon, tergugat dan saksi, 

majelis hakim mempertimbangkan hukum dari keterangan para pihak yang 

bersangkutan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi bahan 

pertimbangan pertama hakim adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, 

hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan pasal 41 ayat (1).69 Dalam pasal tersebut menjelaskan 

terkait akibat putusnya perkawinan akibat perceraian di mana ibu atau ayah 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata karena 

 
69 Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
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kepentingan anak bila ada perselisihan pengadilan memberikan 

keputusan.70  

Namun, dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf 

(a), seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

merupakan hak ibu yaitu penggugat untuk menjaga tumbuh kembang anak. 

Juga mengingat anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan, maka 

tergugat selaku ayah dari anak tersebut wajib menyediakan biaya hidup dan 

biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak tersebut sesuai 

dengan kemampuan setiap bulan secara tunai sampai anak dewasa dan 

mandiri sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c). 

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim selain 

mempertimbangkan kepentingan anak, majelis hakim Pengadilan Agama 

juga memandang bahwa lingkungan tergugat lebih enak karena sejak orang 

tuanya belum bercerai anak berada dilingkungan tergugat, selama proses 

perceraian anak ikut penggugat dan tergugat. Adanya sikap dan langkah dari 

penggugat yang membuat anak tidak mau ikut penggugat. Anak juga sudah 

bersekolah di MIN Nganjuk yang jaraknya lebih dekat dengan tempat 

tinggal tergugat dibanding penggugat di tempat tinggal yang sekarang, anak 

penggugat dan tergugat juga mempunyai teman seusia dan sebaya baik dari 

 
70 M. Hambali, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak Kepada Suami,” 

TURATSUNA, No.1(2020): 44 
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keluarga maupun dengan tetangga sehingga anak tersebut telah 

bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya. 

Meskipun tidak pernah meminta kesediaan anak penggugat dan 

tergugat untuk memilih antara ikut penggugat dan tergugat karena memang 

terbukti anak tersebut belum mumayyiz majelis melihat bahwa 

kecenderungan anak tersebut adalah lebih memilih ikut tergugat 

dibandingkan ikut dengan penggugat karena ketika ada penggugat dan 

tergugat atau keluarga masing-masing yang berusaha mengajak anak, baik 

saat anak dari sekolah maupun saat di tempat les, anak penggugat dan 

tergugat lebih memilih tergugat atau keluarga tergugat dibanding ikut 

penggugat atau keluarga penggugat dan jika dipaksakan akan berpengaruh 

terhadap perkembangan anak. 

Terlihat jelas, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam 

putusannya pada nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ terletak 

pada pentingnya kelangsungan pemeliharaan anak seperti dapat mengasuh, 

memelihara, dan mendidik anak hal ini selaras dengan pasal 1 Kompilasi 

Hukum Islam.  

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Nomor 

Register Perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ Ditinjau Perespektif 

Kompilasi Hukum Islam 

Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu oleh majelis 

hakim dinilai didasarkan pada banyak faktor yang melatar belakangi, antara 

lain faktor psikis, kedekatan ibu dan anak sejak dalam kandungan membuat 
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keduanya tidak mudah dipisahkan. Ibu lebih mempunyai kelembutan 

sehingga bisa lebih memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-

anaknya, terutama yang masih di bawah umur. Dan para ibu juga umumnya 

memiliki sifat yang lebih pintar, lebih sabar, dan lebih menyayangi 

anaknya.71 

Dalam perkara di atas pemberian hak asuh anak (hadhanah) yang 

diberikan kepada ayah, padahal sudah jelas dalam aturan yang ditulis di 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) bahwa anak yang belum 

mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada ibu, bahkan dalam kasus ini ibu 

di sini sebagai penggugat juga tidak ada yang gugur dalam persyaratannya 

untuk bisa memiliki hak asuh anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

109 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian 

seseorang atau badan hukum dan mengalihkannya kepada pihak lain atas 

permintaan saudara apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, boros, gila dan 

atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 

untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwalianya 

perwaliannya.72 

Dalam kitab fiqh sunnah juga diterangkan seorang ibu asuh yang 

mengurus dan merawat anak kecil yang diasuhnya disyaratkan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam mengasuh anak seperti 

berakal sehat, sudah dewasa, memiliki kemampuan untuk mendidik, 

 
71 Wulan Permata Sari, “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian,” UNJA Journal Of 

LegalStudies, no.1(2023): 192 
72 Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam 
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memiliki sifat amanah dan bermoral, beragama Islam, belum menikah, dan 

merdeka.73  

Namun, adanya persepsi yang salah menganggap bahwa hak asuh 

merupakan hak penuh ibu sampai usia 12 tahun sehingga ibu dalam kasus 

ini membuat gugatan atas hak asuh anak. Hak asuh dianggap sebagai hak 

orang tua. Padahal, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapat 

perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya. Kedepannya hak asuh akan 

menjadi kewajiban ibu atau ayah untuk mengasuh anaknya itu, karena anak 

mempunyai hak untuk dilindungi atau diasuh oleh orang tuanya.  

Dalam kasus ini pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin 

melindungi anak. Jadi kewajiban itu bisa dibebankan kepada ayah atau 

kepada ibu, tergantung pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah 

kepentingan anak itu dapat dipenuhi jika anak itu bersama ayahnya atau 

bersama ibunya. Pertimbangan penentuan hak asuh sangat komprehensif.74 

Jika seorang anak merasa sangat nyaman dengan ayahnya karena sudah 

bertahun-tahun bersama ayahnya, lalu ada fakta hukum yang menunjukkan 

bahwa anak tersebut sangat diasuh oleh ayahnya. Maka ketika terjadi 

perselisihan, maka akan dikeluarkan perintah tambahan dari majelis hakim 

yang memerintahkan ayah anak tersebut untuk membuka kemungkinan 

dipertemukannya kembali antara anak tersebut dengan ibu kandungnya.  

 
73 Sayyid sabiq. Fiqih sunnah jilid 3, 138. 
74 Levi Winanda Putri, “HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA 

AYAH KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” Jurnal Antologi Hukum, no.2(2021): 144 
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Pengasuhan anak (hadhanah) pelaksanaannya tidak sebatas kegiatan 

formal sederhana tanpa dibarengi dengan pendidikan yang bertujuan agar 

anak sehat baik secara moril maupun pemikirannya. Salah satu hal penting 

yang mungkin kurang diperhatikan ketika terjadi perceraian adalah 

tanggung jawab pemeliharaan anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung 

jawab kedua orang tua, baik ketika orang tua masih hidup rukun dalam 

perkawinan maupun ketika sudah terjadi perceraian. 

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, pengasuhan dan pendidikan yang 

baik adalah mengasuh dan mengatur segala sesuatu yang anak belum 

mampu dan mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga dalam pengasuhan 

dan pengasuhan kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, sehingga anak akan 

mampu tumbuh sehat jasmani dan rohani. Namun jika kedua orang tua 

terpaksa bercerai, padahal keduanya mempunyai anak yang belum 

mumayiz, maka ibu berhak mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga ia 

memahami kemaslahatannya sendiri.75 

Hak mengasuh anak yang belum mumayyiz karena perceraian dalam 

berbagai kitab fiqh didahulukan kepada ibu, dan jika anak sudah  mumayyiz 

maka anak disuruh memilih antara ayah dan ibu.76 Meskipun orang tua tidak 

lagi bersama dalam hal ini mereka bercerai, baik ibu maupun ayah dari anak 

tersebut tetap wajib mendidik dan mengasuh anak tersebut semata-mata 

untuk kemaslahatan anak, apabila timbul perselisihan mengenai hak 

 
75 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391 
76 Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, (Serang: Dinas Pendidikan 

Provinsi Banten, 2011), 233. 
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kepentingan anak, maka jelas hakim Pengadilan Agama akan mengambil 

keputusan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang 

dihadirkan di Pengadilan Agama dalam persidangan. Hal ini juga sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 

41.77 

Pengasuhan anak oleh ayah menurut kaidah hukum positif yang 

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pilihan kedua majelis 

hakim setelah ibu dianggap tidak cakap atau kurang baik untuk diberikan 

hak asuh atas anak karena pertimbangan kemaslahatan, pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang lebih baik di masa depan. Menyerahkan hak asuh 

anak kepada ayah juga dijadikan sebagai salah satu pilihan alternatif setelah 

ibu dinyatakan meninggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam pada butir (a) yang menyatakan bahwa ayah dapat 

menjadi pengasuh anaknya jika ibunya telah meninggal dan wanita garis 

keturunan langsung dari ibu sudah tidak ada lagi. Pasal ini dapat menjadi 

referensi bahwa seorang ayah juga mempunyai hak dalam pengasuhan dan 

pemeliharaan anaknya.  

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan juga menjelaskan bahwa hak asuh salah satu orang tua anak 

dapat dicabut demi mengutamakan kepentingan anak. Hal ini dapat 

dianalogikan seorang ibu atau ayah apabila terjadi perceraian di antara 

keduanya, maka salah satu dari mereka yang mempunyai hak hadhanah atas 

 
77 Pasal  41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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anaknya (dalam hal ini ibu) dapat dicopot jika tidak lagi mempunyai unsur 

kepentingan untuk anak itu.78 Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perlindungan anak juga menjelaskan setiap anak berhak untuk 

diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah dan atau 

peraturan hukum yang menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. 

Penetapan hak asuh terhadap ayah bukan berarti mencabut hak asuh 

terhadap ibu karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pemegang 

hak asuh anak tidak boleh membatasi ibu untuk mengungkapkan rasa 

cintanya kepada anak. Hal ini memberi ruang dan waktu bagi ibu. 

Pencabutan hak dapat dilakukan apabila pemegang hak asuh  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tidak bisa 

memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak. 

Dalam memutuskan apakah akan melimpahkan hak asuh anak 

(hadhanah) kepada ayah, majelis hakim mempunyai beberapa 

pertimbangan hukum agar putusan yang dikeluarkannya tidak menyimpang 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun 

secara tekstual hukum positif di Indonesia tidak mengatur bagaimana hak 

asuh anak (hadhanah) dapat dilimpahkan kepada ayah.79 Pasal 156 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hadhanah dengan sendirinya 

harus diberikan kepada ibu anak tersebut dan hadhanah kepada ibu baru 

 
78 Larasati Trisnayani, “Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”(Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya,2017), 

http://repository.ub.ac.id/13968/ 
79 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2004), 292 
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dapat diganti apabila ibu tersebut telah meninggal dunia. Dalam pasal 

tersebut juga dijelaskan bahwa ayah dapat menggantikan ibu apabila ibu 

telah meninggal dunia dan perempuan yang berada pada garis lurus atas dari 

ibu sudah tidak ada lagi. 

Dalam kewajiban orang tua dalam mengasuh anak tercantum dalam 

pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : 

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 

Lebih lanjut, jika pasal di atas dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1), ada relevansinya karena pemilihan 

lingkungan yang baik untuk anak juga merupakan faktor yang penting 

terhadap tumbuh kembang anak sehingga yang perlu dipertimbangkan 

adalah kemaslahatan anak tersebut, lingkungan ibu dalam kasus ini 

dianggap kurang mencukupi sehingga jika anak ditempatkan dilingkungan 

yang tidak sesuai dengan kecenderungan anak tersebut tentunya akan 

berpengaruh terhadap perkembangan baik jasmani maupun rohani. 

Jika dilihat kasus perebutan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, 

dalam putusannya dinyatakan bahwa gugatan penggugatan untuk 

mendapatkan hak asuh dinyatakan ditolak karena pihak penggugat dianggap 

tidak layak dalam mengasuh anak seperti lingkungan yang kurang 

mendukung dan bisa berpengaruh terhadap berkembangan anak tersebut. 
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Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 (c) 

apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah. 

Maksud dari keselamatan rohani sebagaimana dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam adalah, dikhawatirkan anak yang diasuh di 

lingkungan yang tidak mendukung akan berdampak buruk pada anak yang 

diasuhnya. Sedangkan anak merupakan kekayaan negara yang harus 

mendapat perhatian lebih dan orang tua menjamin dan melindungi anak 

beserta hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terbukti 

dalam putusan perkara ini bahwa berada di lingkungan ibu dari anak 

penggugat dan tergugat kurang mumpuni untuk mengasuh anaknya dengan 

baik. Oleh karena itu, majelis hakim melimpahkan hak asuh anak yang 

bukan mumayyiz kepada ayah. 

Anak kecil masih belum mengetahui apa yang baik bagi dirinya, 

mereka masih membutuhkan kehadiran orang lain untuk membantu 

menangani urusannya dan merawat dirinya, yaitu dengan mengajarkan 

kebaikan kepadanya dan menghindarkannya dari mara bahaya serta 

mendidiknya dengan pendidikan yang baik.80 

 
80 Hasballah Thalib, Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, (Medan: 

Perdana Publishing, 2012), 51 
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 Penolakan gugatan hak asuh tersebut juga didukung oleh fakta -

fakta yang terjadi bahwasannya lingkungan tergugat yang dinilai lebih baik 

menurut majelis hakim seperti anak yang sudah berada dilingkungan 

tergugat saat belum bercerai, tempat sekolah yang lebih dekat dengan 

kediaman tergugat juga anak memiliki teman seusianya, bahkan anak 

sendiri memiliki kecenderungan dengan tergugat maupun keluarga tergugat. 

Sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhanah penggugat  

dikhawatirkan keinginan dan kecenderungan anak tersebut berlawanan 

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan baik secara 

jasmani dan rohani.  Lalu kembali lagi melihat kasus gugatan tersebut 

bahwa penulis setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan 

bahwa hak asuh anak jatuh kepada tergugat bukan kepada penggugat.  

Dalam hal ini Hakim menerapkan asas Contra Legem. Asas Contra 

Legem adalah kewenangan hakim untuk mengesampingkan penerapan 

pasal-pasal dalam undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, 

hal ini terjadi jika peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis telah 

usang ketinggalan zaman sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan.81 

Hakim mengesampingkan penerapan hukum atau bertentangan dengan 

hukum, tentunya dengan tujuan mewujudkan putusan hakim yang adil bagi 

para pihak dalam suatu sistem hukum, demikian juga dalam sistem hukum 

di Indonesia, karena hakim menjalankan fungsi yang pada hakikatnya 

melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang 

 
81 Sutisna, “Penerapan Asas Ius Contra Legem,” MIZAN, No.2(2017): 127 
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bersumber dari penyimpangan terhadap hukum hukum tertulis (Contra 

Legem) yang berujung pada terciptanya hukum baru (Creation Of New 

Law). Fungsi penemuan hukum harus dimaknai sebagai pengisian 

kekosongan hukum (Recht Vakum) dan mencegah ditanganinya suatu 

perkara karena hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.82 

Menurut penulis, keputusan majelis hakim tentunya dinilai sangat 

bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak hanya 

mengacu pada ketentuan formil saja, namun juga memperhatikan nilai-nilai 

hukum dalam masyarakat, kaidah Islam, lingkungan ayah dan ibu yang akan 

diberikan hak hadhanah dan aspek lainnya untuk kemaslahatan anak yang 

akan diasuhnya. Dengan demikian, dapat dikatakan sangat penting untuk 

mengetahui putusan-putusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai 

implementasi praktis dari teks-teks yurisprudensi. Putusan-putusan tersebut 

menyelesaikan permasalahan konkrit dalam kehidupan dan hakim juga 

mempertimbangkan teks-teksnya sesuai dengan realitas kehidupan. 

 

 

 

  

 
82 Rogaiyah, “Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di 

Peradilan Agama,” Qiyas No.2(2018): 197 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah penulis 

jelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan : 

1.  Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

menolak hak asuh anak di bawah umur  kepada ibu kandung pada 

putusan dengan nomor register perkara 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena ibu sebagai penggugat tidak 

bisa melakukan pemeliharaan terhadap anak seperti mengasuh, 

memelihara, dan mendidik anak disebabkan seperti kurang baiknya 

lingkungan yang ada pada penggugat serta tindakan dan langkah dari 

penggugat yang membuat anak tidak mau ikut dengan penggugat. 

Pertimbangan bahwa jika tetap dipaksakan pemberian hak asuh kepada 

penggugat maka akan berlawanan dengan keinginan dan kecenderungan 

anak sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan baik 

secara jasmani maupun rohani. 

2. Adapun hasil dari pertimbangan hukum hakim terkait putusan 

ditolaknya gugatan hak asuh anak pada nomor register perkara 

1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ sudah sesuai, karena dilihat dari segi fakta 

hukum dan teori hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 

keselarasan. Sebagaimana terlihat dari pertimbangan-pertimbangan 

hakim pada putusan tersebut meskipun mengesampingkan bahwa anak 
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yang belum mumayyiz seharusnya hak asuhnya diberikan kepada ibu. 

Adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan pemberian 

hak asuh anak belum mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam tentu 

saja bukan tanpa sebab dan dasar hukum yang jelas.  Kemudian dengan 

semata-mata mementingkan pertumbuhan anak baik secara jasmani 

maupun rohani sebagaimana yang termuat dalam pasal 77 (3)  

Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan atas keinginan orang tua 

untuk memiliki anak tersebut, juga supaya selaras dengan pasal 1 (g) di 

mana kegiatan mengasuh, memelihara, dan mengasuh anak hingga 

dewasa atau mampu berdiri sendiri. Melihat kebutuhan anak untuk bisa 

berkembang terkait jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya. Dimana hal tersebut telah dimiliki oleh sang ayah 

sebagai tergugat sehingga pada putusan akhirnya hakim menolak 

gugatan dari penggugat yang sebagai ibu kandungnya dan memberikan 

hak asuh anak tersebut kepada ayah.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis bahas, penelitian ini 

mempunyai keterbatasan dalam melakukan analisis berdasarkan kasus 

tertentu yang terjadi di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia, oleh 

karena itu disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali 

lebih jauh mengenai hak asuh anak pada beberapa kasus lain di beberapa 

Pengadilan Agama di Indonesia sehingga menghasilkan data yang lebih 
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baik karena dihasilkan dari analisis berbagai kasus dari beberapa instansi 

terkait.
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